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ABSTRAK

HAK MAWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DIDESA TANJUNG
LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KEBUPATEN BANYUASIN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

YOLANDA ANDRIYANI

Penelitian ini membahas hak mawaris anak hasil perkawinan siri yang
tumbuh dan berkembang di masyarakat desa tanjung lago kecamatan tanjung lago
kebupaten banyuasin yang berbeda dengan praktik hukum waris dalam Hukum
Perdata dan Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama
bagaimana hak mawaris anak hasil perkawinan siri di Desa Tanjung Lago
kecamatan tanjung lago kebupaten banyuasin di Tinjau Dari Hukum Positif dan
Hukum Islam. Kedua Apa kendala atau hambatan hak mawaris anak hasil
perkawinan siri di Desa Tanjung Lago kecamatan tanjung lago kebupaten
banyuasin.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan
penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field
research), dengan mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek
penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang hak mawaris anak hasil
perkawinan siri masyarakat berlatar belakang budaya di Desa Tanjung Lago
kecamatan tanjung lago kebupaten banyuasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak hasil perkawinan siri memiliki
kedudukan yang sama dengan anak sah di hukum Indonesia. Meskipun demikian
tetap ada yang dibedakan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil
perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah
asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil
perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak
disahkan. suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai
pencatatan.sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak. anak hasil dari
perkawinan siri mempunyai hak waris menurut hukum adat dan hukum islam dan
menurut hukum perdata anak hasil perkawinan siri tidak mempunyai hak waris.
Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembagian waris pada anak hasil
perkawinan siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten
Banyuasin, hanya kurang rasa percaya antar sesama keluarga.

Kata Kunci : Hak Mawaris, Anak, Perkawinan Siri, Hukum Positif, Hukum Islam.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama
Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari
ajaran syariat islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, yang mengatur kehidupan
manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum islam ialah

hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan

benda dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan.!

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia adalah timbulnya
pernikahan. Hukum Islam sebagai satu kesatuan sistem hukum, juga mengatur
tentang perkawinan. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem
keluarga menentukan sistem kewarisan. Dengan adanya perkawinan maka
muncullah sebuah bentuk yang dinamakan keluarga. Pengertian keluarga dalam

Islam akan menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Pernikahan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk
menyatukan dua keluarga yang pada umumnya mempunyai latar belakang yang
berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau

perikatan. Menurut Abu Zahrah didalam kitabnya al-Aiwal alSyakhsiyyah yang

IR, Saija dan Igbal Taufik, 2016, Dinamika Hukum Islam, Yogyakarta:Deepublish, him. 1



dikutip oleh Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa akad dalam suatu
pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan
antara laki-laki dengan perempuan, di samping itu pernikahan juga mempunyai arti

saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara

keduanya.2

Indonesia merupakan Negara memiliki ragam budaya, adat istiadat hingga
kepercayaan dan agama yang kesemuanya itu dilindungi oleh hukum di Indonesia.
Tak terkecuali dengan pernikahan, di negara ini sebuah pernikahan akan diakui sah
jika tercatat secara resmi oleh petugas pencatat nikah dalam hal ini ada dua
lembaga negara yang berhak melakukan pencatatan peristiwa pernikahan yaitu
dinas catatan sipil bagi warga negara yang beragama non Islam dan KUA
kementerian Agama bagi yang beragama islam. Sebagaimana tercantum dalam
pasal 2 (2) Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang berbunyi “tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek
subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud
ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian

(persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk

2Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2012, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
Jakarta: Kencana, him. 39



melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara

seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak

tersebut.3

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian Hukum Islam menegaskan bahwa
suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi
rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam Syari’at

Islam.

Dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia sering terjadi perkawinan siri
yang tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah, nikah siri bisa dikatakan sebagai
bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) Agama dan
atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak
dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan

Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi

beragama yang non-Islam. Undang-Undang No 1 tahun 1974 di BAB | Pasal 2

3Wantjik Saleh, 1992, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, him. 80
4 Happy Susanto, 2007, Nikah Siri Apa Untungnya?, Jakarta: Transmedia Pustaka. him 22



ayat 2 pun menerangkan tentang pencatatan perkawinan, yang berbunyi : “Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Perkawinan siri pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan di luar
ketentuan hukum perkawinan yang berlaku positif di Indonesia, walaupun
keabsahannya menurut Hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini
hanya menyangkut masalah administratif saja, tetapi akibat tidak dicatatkan
maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah

melangsungkan pernikahan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan
hukum (no legal force), dan perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum,

bahkan dianggap tidak sah/never existed.

Dalam pandangan agama dan adat perkawinan siri sah, namun dalam
pandangan hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.
Secara hukum, perkawinan di siri dianggap tidak pernah ada. Istilah nikah di
bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dimaksudkan adalah “perkawinan yang
dilakukan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut perundang-undangan yang

berlaku”.

Hal ini yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974,
“sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum massing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan
telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi

umat islam) atau pedeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya

M. Anshary M.K., 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial,
Yogyakarta : Cetakan Ke-I, Pustaka Pelajar, him. 30.



(bagi yag non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut

agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Seperti halnya didesa tanjung lago perkawinan siri ini masih dilakukan dari
dahulu sampai saat ini olenh masyarakat adat mereka yang melaksanakan
perkawinan siri ini berpandangan bahwa nikah atau kawin adalah urusan agama,
agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Akibat
hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampaknya yaitu, istri dianggap
tidak sah. la tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari suami ketika
meninggal dunia. Dan anak yang lahir akan dianggap sebagai anak dari luar nikah

dan tidak akan tercantumnya nama ayah pada anak yang lahir tersebut.

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang
hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang
telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan

masyarakat yang lebih berhak.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang
telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga

dengan fara"idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada

semua yang berhak menerimanya.6

6Beni Ahmad Saebani, 2009, Figh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia. hal. 13



Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah AlQur’an

yaitu surah An-Nisa ayat 33 :
Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah
menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu

bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada

mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. !

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya
sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya.
Anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya
sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula dikategorikan
sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka
anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak terdapat
satupun pasal yang menyangkut kedudukan anak dalam kandungan istri siri
sebagai ahli waris, serta tidak memberikan ruang kepada anak dalam kandungan
istri siri untuk memperoleh warisan dari ayah biologisnya disebabkan karena tidak

adanya kekuatan hukum dalam pernikahan orang tuanya.

" Kementrian Agama, Mushaf Al-Qur an dan terjemahannya,hal. 83



Meskipun demikian, anak dalam kandungan istri siri tetap dapat
memperoleh hubungan hukum dengan ayahnya apabila ada pengakuan terhadap
dirinya. Hal tersebut dapat ditelusuri dalam pasal 280 KUHPerdata, yaitu : Dengan
pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak
itu dan bapak atau ibunya.

Melihat adanya Perkawinan Siri didesa Tanjung Lago maka pembahasan
dalam skripsi ini difokuskan kepada Hak Mawaris Anak Hasil Perkawinan Siri di
tinjau dari hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan berbagai hal yang telah
diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: HAK
MAWARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI DI DESA TANJUNG
LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hak Mawaris Anak hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum Positif

dan Hukum Islam?



2. Apakah kendala/ atau hambatan dalam pelaksanaan pembagian waris pada anak
hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap bentuk Hak Mawaris Anak Hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum
positif dan hukum islam. Dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Tanjung
Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. tidak menutup
kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan

permasalahan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Hak Mawaris Anak hasil dari Perkawinan Siri ditinjau dari
Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui kendala/ atau hambatan dalam pelaksanaan pembagian
waris pada anak hasil Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran



khususnya bagi Hukum Perdata, dan Hukum Islam yang dipersembahkan sebagai

pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan
yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan
dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran
penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini
akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan

judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hak adalah kekuasaan dari seseorang untuk berbuat sesuatu.

2. Mawaris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang
telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut

juga dengan fara “idh artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam

kepada semua yang berhak menerimanya.8

3. Anak adalah anugrah yang dititipkanoleh Allah kepada orang tua.

4. Hasil adalah sebuah homonym karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelapalan
yang sama tetapi maknanya berbeda.

5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

8Beni Ahmad Saebani, 2009. Figh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, hIm. 13
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. Perkawinan Siri atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang
dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan tetapi menurut

hukum islam perkawinan adalah sah asal telah terpenuhi syarat dan rukun

perkawinan9

. Desa adalah suatu wilayah yang memilikii tingkat kepadatan rendah yang
dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata
pencaharian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain
di sekitarnya.

. Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah
Daerah Tingkat I1.

. Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah

provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.

10. Hukum positif adalah sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini,

berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuaannya hukum tersebut
mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan

atau pemerintahan yang berlaku dalam suatu Negara.

11. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran islam, atau aturan

yang di tetapkan Allah atas hambah-Nya, baik berkaitan hubungan manusia

dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia.

9 Abu Mansur Al- Asy’ari, 2019, Hukum Nikah Siri, Yogyakarta: CV Budi Utama, him. 44
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong
penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan
Pembagian Waris dalam Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan
Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan kendala/ atau hambatan pembagian
waris dalam Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago

Kabupaten Banyuasin, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis Data
Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dan data primer.

3. Alat pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder
berupa bahan hukum primer (peraturan perundangundangan), bahan hukum
sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang
dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa

Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum,
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ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian
ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).
Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan

observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

permasalahan ini.

4. Analisa data
Pengelolaan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisa data yang
telah dikumpulkan secara tektual, lalu dikontruksikan secara kualitatif, untuk

selanjutnya ditarik kesimpulan,

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB | : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan diuraikan Latar Belakang, Permasalahan,
Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.



BAB Il

BAB Il

BAB IV
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: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian
teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu mengenai:

Hukum Perkawinan, Perkawinan Siri dan Hukum Waris

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus
menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai
Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri di Desa Tanjung Lago
Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ditinjau dari Hukum

Positif dan Hukum Islam.

: PENUTUP

Pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini

yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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